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P  U  T  U  S  A  N

No.  60 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

PT.  ANEKA PLASTIK,  berkedudukan  di  J ln .  Medan 

Bin ja i  Km.  13,6  No.25  Desa  Sei  Semayang,  

Kecamatan  Sungga l ,  Kabupaten  Del i  Serdang,  dalam 

hal  in i  member i  kuasa  kepada  PERIS SIMANJUNTAK,  

SH,  Advokat ,  berkan to r  d i  J ln .  Menteng  I I  No.6  

Medan,

Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat /Pengusaha ;

m e l  a w a n :

AZIZ  LUBIS,  ber tempat  t i ngga l  d i  J ln .  Set ia  

Dusun  XI I  Desa  Mul io re j o  Kecamatan  Sungga l  

Kabupaten  Del i  Serdang,

Termohon Kasas i  dahu lu  Penggugat /Peke r j a ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu   sebaga i   Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i   dahu lu  sebaga i  

Tergugat  d i  muka pers i dangan  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Medan  pada  pokoknya  atas   da l i l -

da l i l  :

1. Bahwa  Penggugat  dahu lunya  ada lah  karyawan  /  tenaga  

ker ja  pada  Perusahaan  Tergugat  yang  te lah  beker j a  di  

perusahaan  Tergugat  se lama  14  tahun  te rh i t u ng  se jak  

Pebruar i  1995  s/d  tangga l  13  Maret  2009  dengan  s is t em  

pengga j i an /upah  2  ka l i  sebu lan  dengan  mener ima  ga j i  

set i ap  tangga l  1 dan tangga l  16 ;

2. Bahwa  adapun  pos is i  beker j a  te rakh i r  Penggugat  di  

perusahan  Tergugat  ada lah  sebaga i  Kepala  Bagian  dengan  
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mener ima  gaj i  sebesar    Rp.  1.359 .700 . - /bu lan  ;

3. Bahwa  pada  tangga l  13  Maret  2009,  Tergugat  te lah  

melakukan  pemecatan  dan  pemberhent i an  te rhadap  

Penggugat  dar i  perusahaan  Terguga t  dengan  alasan  

menuduh  Penggugat  mencur i  barang  perusahaan  padaha l  

tuduhan  Tergugat  te rsebu t  t i dak  benar ,  t i dak  bera lasan  

hukum dan tanpa  didukung  oleh  bukt i  yang  cukup  ;

4. Bahwa atas  tuduhan  Tergugat  yang  t i dak  bera lasan  hukum 

dan  tanpa  bukt i  yang  cukup  te rsebu t  meskipun  te l ah  

diban tah  dan  di l akukan  pembelaan  oleh  Penggugat  namun 

dengan  kekuasaannya  Terguga t  langsung  memecat  

Penggugat  dan  t i dak  memperkenankan  lag i  Penggugat  

beker j a  d i  perusahaan  Tergugat  seka l i gus  langsung  

member ikan  gaj i  Penggugat  pada  tangga l  13  maret  2009  

te rsebu t  padaha l  seharusnya  Penggugat  baru  mener ima  

gaj i  pada  tangga l  16  Maret  2009,  seh ingga  dengan  

demik ian  secara  hukum  patu t  k i r anya  mengkual i f i s i r  

Tergugat  te lah  melakukan  t i ndakan  pemutusan  hubungan  

ker ja  te rhadap  Penggugat  secara  sep ihak  dan  atas  

ke ing inan  Tergugat  seh ingga  secara  hukum  te rdapa t  

kewaj i ban  Tergugat  untuk  member i kan  hak- hak  kepada  

Pengugat  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa 

ker ja  dan  uang  penggant i an  hak  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  156  UU  No:  13  Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  ;

5. Bahwa  se lan ju t nya  pada  tangga l  17  Maret  2009  dengan  

i t i k a t  ba ik  Penggugat  mendatang i  Terguga t  bermaksud  

meminta  kepada  Tergugat  sura t  te r t u l i s  pemecatan  (PHK)  

yang  te lah  di l akukan  Tergugat  te rsebu t  pada  tangga l  13  

Maret  2009  beser ta  sura t  rekomendas i ,  namun  Terguga t  

malah  menjawab  dengan  menyatakan  pada  pokoknya  

Penggugat  te l ah  d ipeca t  dan  seka l i gus  menyatakan  t i dak  

akan  member ikan  sura t  pemecatan  karena  dar i  pada  

member ikan  sura t  pemecatan  (PHK)  kepada  Penggugat  

leb ih  ba ik  Tergugat  mempidanakan  Penggugat  atas  

tuduhan  pencur i an ;
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6. Bahwa  atas  t i ndakan  Terguga t  yang  te lah  ber i t i k a t  

t i dak  baik  melakukan  pemecatan  te rhadap  Penggugat  

dengan  t i dak  mau  member ikan  sura t  pemecatan  (PHK)  

te r t u l i s  kepada  Penggugat  cukup  mengkua l i f i s i r  

Tergugat  te l ah  ber i t i k a t  t i dak  baik ,  karena  te l ah  

memecat  Penggugat  namun  t i dak  mau  member i kan  sura t  

pemecatan  te r t u l i s  kepada  Penggugat ,  Halmana d i l akukan  

Tergugat  da lam rangka  menghindar i  kewaj i ban  member i kan  

hak- hak  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa 

ker ja  dan  uang  pengant i an  hak  sebaga imana  dimaksud  

dalam keten tuan  Pasa l  156 UU No:  13 Tahun  2003  ten tang  

Ketenagaker j aan  ;

7. Bahwa  atas  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  yang  di l akukan  

Tergugat  te r sebu t ,  Penggugat  te lah  menuntu t  haknya  

kepada  Tergugat  atas  uang  pesangon,  uang  penghargaan  

masa  ker j a  dan  uang  pengant i an  hak  sebaga imana  

dimaksud  dalam  keten tuan  Pasal  156  undang- undang  No.  

13  Tahun  2003,  yang  b i l a  disesua i kan  dengan  keten tuan  

hukum tenaga  ker j a  te rh i t u ng  ada lah  sebaga i  ber i ku t :

Uang Pesangon  Rp.  1.359 .700 , -  x 9 x 2 =  Rp.  

24.474 .600 , -

Uang penghargaan  masa ker j a  Rp.  1.359 .700 , -  x 5 =  Rp.  

6.798 .500 , -

JUMLAH =  Rp.  

31.273 .100 , -

Uang penggant i an  hak  Rp.31.233 .100 , -  x 15 % =  Rp.  

4.690 .965 , -

Jumlah  Tota l :  =  Rp.  

35.964 .065 , -

Dibula tkan  menjadi  RP.  35.964 .000 , -

8. Bahwa  namun  meskipun  te l ah  di l akukan  upaya  

penye lesa ian  secara  b ipa r t i t  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat ,  te tap  t i dak  berhas i l  karena  Tergugat  t i dak  

mau  member ikan  hak  yang  di tun tu t  Penggugat  dan  

menyatakan  akan  mempidanakan  Penggugat  ke  kanto r  

Pol i s i  atas  tuduhan  pencur i an  seraya  menyatakan  t i dak  
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ada  hak  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa 

ker ja  dan  uang  pengant i an  hak  bagi  Penggugat  dengan  

alasan  karena  Penggugat  te l ah  melakukan  pencur i an  

barang  perusahaan ,  dan  akh i rnya  Penggugatpun  meminta  

bantuan  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Del i  Serdang  

untuk  menjad i  Media to r  da lam  perse l i s i h an  hubungan  

indus t r i a l  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  te rsebu t  

guna  mendapatkan  hak  Penggugat  atas  pemecatan  yang  

di l akukan  Tergugat ;

9.  Bahwa te rnya ta  di  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Del i  

Serdang ,  Tergugat  te tap  ber i t i k a t  t i dak  baik  untuk  

menyelesa i kan  tun tu tan  hak  Penggugat  dan  malah  

menyampaikan  kete rangan  kepada  Media to r  Dinas  Tenaga  

Ker ja  Kabupaten  Del i  Serdang  yang  diucapkan  tanpa  

dikon f r on t i r  dengan  Penggugat  dengan  menyatakan  bahwa 

pada  tangga l  13 Maret  2009  Tergugat  t i dak  pernah  memecat  

Penggugat ,  Tergugat  hanya  menyatakan  kepada  Penggugat  

untuk  sementa ra  t i dak  usah  masuk  beker j a  dan  menunggu  

pangg i l an  dar i  perusahaan,  padaha l  pada  saat  i t u  bukan  

i t u  yang  disampaikan  Tergugat  mela inkan  dengan  

kesewenangannya  Tergugat  te lah  menyampaikan  pemecatan  

dan  pemberhent i an  kepada  Penggugat  dar i  perusahaan  

Tergugat ,  seh ingga  hal  in i  ten tunya  makin  menunjukkan  

s ikap  i t i k a t  t i dak  baik  Tergugat  yang  d i rasakan  

Penggugat  sebaga imana  disampaikan  pada  poin t  6  di  atas  

dimana  Tergugat  te lah  berupaya  menghindar i  kewaj i ban  

member ikan  hak- hak  berupa  uang  pesangon,  uang  

penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  pengant i an  hak  

sebaga imana  dimaksud  da lam keten tuan  Pasa l  156 UU No:  13  

Tahun  2003  ten tang  Ketenagaker j aan  dengan  menyatakan  

bahwa kepada  Penggugat  hanya  d isampaikan  untuk  sementara  

t idak  usah  masuk  beker ja  dan  menunggu  panggi lan  dar i  

perusahaan  padaha l  yang  d isampaikan  kepada  Penggugat  

ada lah  pemecatan  ha lmana  kete rangan  yang  demik ian  

disampaikan  Tergugat  d ika renakan  Penggugat  menuntu t  

pembayaran  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  
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dan  uang  penggant i an  hak  dar i  Terguga t  atas  pemecatan  

(PHK)  yang  di l akukan  Terguga t  te rhadap  Penggugat  pada  

tangga l  13 Maret  2009 te rsebu t ;

10. Bahwa  kemudian  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Del i  

Serdang  akh i rnya  mengeluarkan  anju ran  sebaga imana  

dimaksud  dalam Sura t  Nomor  :  560/978 /DTKTR/2009  tangga l  

15 Mei  2009 yang  pada pokoknya  menganju rkan  :

-  Agar  Pengusaha  dapat  memperker j akan  kembal i  sdr .  Azis  

Lub is  (Terguga t )  pada pos is i  tempatnya  semula  ;

11. Bahwa  te rhadap  anju ran  dar i  media to r  te r sebu t ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  peno lakan  dan  kebera tan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  sura t  te r t angga l  01  Jun i  

2009,  karena  sesungguhnya  Terguga t  te l ah  melakukan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  te rhadap  Penggugat  bukan  

menyuruh  Penggugat  untuk  sementara  t i dak  usah  masuk  

beker j a  dan  menunggu  pangg i l an  dar i  perusahaan  dan  

adapun  kete rangan  Tergugat  yang  menyatakan  Penggugat  

untuk  sementa ra  t i dak  usah  beker j a  dan  menunggu  

pangg i l an  dar i  perusahaan  te rsebu t  ada lah  sebaga i  bentuk  

i t i k a t  t i dak  baik  Tergugat  untuk  melepaskan  tanggung  

jawab  hukum  atas  kewaj i ban  member ikan  uang  pesangon,  

uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  penggant i an  hak  

yang  seharusnya  menjad i  hak  Penggugat  se laku  peker j a  

yang  te l ah  mener ima  pemutusan  hubungan  ker j a  sep ihak  

dar i  Tergugat ;

12. Bahwa sebab  se lama  leb ih  kurang  3 bu lan  ya i t u  dar i  

bu lan  Maret  s/d  bu lan  Mei  sama seka l i  Tergugat  t i dak  ada  

menunjukkan  i t i k a t  ba iknya  untuk  membayar  hak  uang  

pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  

penggant i an  hak  dan  malah  pada  proses  bipa r t i t  Tergugat  

send i r i  te lah  menyatakan  hendak  melaporkan  Penggugat  ke  

Pol i s i  atas  tuduhan  pencur i an  dan  bukannya  menyuruh  

Penggugat  kembal i  beker j a  seh ingga  demi  hukum k i ranya  

patu t  Penggugat  da lam  hal  in i  mendapatkan  per l i ndungan  

hukum;

13. Bahwa se la i n  i t u  sesunguhnya  Tergugat  te l ah  memecat  
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Penggugat  di  perusahaan  Tergugat  dan  bukan  menyampaikan  

kepada  Penggugat  untuk  sementara  t i dak  beker j a  dan  

menunggu  pangg i l an  perusahaan  karena  se lama  bulan  Maret  

s/d  bu lan  Mei ,  Penggugat  sama  seka l i  t i dak  pernah  

mendapatkan  gaj i  se laku  Peker ja  dar i  Terguga t ,  karena  

bi l a  kepada  Penggugat  disampaikan  untuk  sementara  t i dak  

beker j a  dan  menunggu  pangg i l an  perusahaan  seharusnya  

perusahaan  Tergugat  te tap  membayar  ga j i  Penggugat  te tap i  

te rnya ta  t i dak  demik ian  adanya,  ha lmana  cukup  menguatkan  

fak ta  bahwa  Tergugat  te l ah  melakukan  pemecatan  sep ihak  

te rhadap  Penggugat  se jak  tangga l  13  Maret  2009  te rsebu t  

dan  te r l eb i h  lag i  se lama  persoa lan  perse l i s i h an  in i  

be lum  dia j ukan  ke  Dinas  Tenaga  Ker ja ,  Tergugat  sama 

seka l i  t i dak  ada  melakukan  pemanggi l an  kepada  Penggugat  

untuk  kembal i  beker j a  seh ingga  atas  dasar  te rsebu t  cukup  

k i ranya  menunjukkan  bahwa  sesungguhnya  Tergugat  ada lah  

pihak  yang  ber i t i k a t  t i dak  baik  yang  te l ah  memecat  dan  

memberhent i kan  Penggugat  dar i  perusahaan  Tergugat ;

14. Bahwa kemudian  sangat  te rke ju t n ya  Penggugat  ket i ka  

mendapatkan  sura t  dar i  Tergugat  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  memanggi l  Penggugat  untuk  kembal i  beker j a  d i  

perusahaan  Tergugat  yang  katanya  berpedoman  kepada  

anju ran  Dinas  Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Del i  Serdang  

sebaga imana  is i  sura t  Tergugat  ber tangga l  30  Mei  2009  

karena  sebe lumnya  Tergugat  sama  seka l i  t i dak  pernah  

melakukan  ha l  te rsebu t ,  untuk  i t u  k i r anya  sura t  

pemanggi l an  yang  d i l akukan  oleh  Tergugat  te rsebu t  patu t  

k i ranya  menjad i  pen i l a i an  atas  i t i k a t  t i dak  baik  

Tergugat  da lam perse l i s i h an  hubungan  indus t r i a l  in i ;

15. Bahwa Penggugat  secara  ps iko log i s  merasa  t i dak  akan  

mendapatkan  ketenangan  bi l a  kembal i  beker j a  di  

perusahaan  Tergugat  karena  Penggugat  mengetahu i  Tergugat  

send i r i  te lah  t i dak  menging inkan  lag i  Penggugat  beker j a  

di  perusahaan  Terguga t  dengan  te lah  memecat  Penggugat  

pada  tangga l  13  Maret  2009  dan  di tambah  lag i  dengan  

adanya  persoa lan  hubungan  indus t r i a l  anta ra  Penggugat  
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dan Tergugat  yang  te l ah  pula  sampai  ke  proses  pengad i l an  

yang  ten tunya  menuru t  Penggugat  meskipun  hal  te r sebu t  

suatu  hak  namun  hal  te rsebu t  t i dak  disenang i  o leh  

Tergugat ,  ser ta  atas  adanya  penyampaian  Tergugat  yang  

berke ing inan  mempidanakan  (melapor  po l i s i )  Penggugat  

atas  tuduhan  pencur i an  yang  t i dak  ada  d i l akukan  

Penggugat ,  ket i ka  Penggugat  memintakan  sura t  

pemberhent i an  te r t u l i s  dan  sura t  rekomendas i  ker j a  dar i  

Tergugat  dan  juga  ket i ka  te r j ad i  perund ingan  bipa r t e i t ,  

seh ingga  Penggugat  merasa  ten tunya  akan  sangat  t i dak  

nyaman  dan  kurang  baik  bag i  Penggugat  untuk  kembal i  

beker j a  di  perusahaan  Terguga t  seh ingga  atas  dasar  

te rsebu t  pula  Penggugat  t i dak  mau kembal i  lag i  beker j a  

di  Perusahaan  Terguga t  seraya  menolak  anju ran  Dinas  

Tenaga  Ker ja  Kabupaten  Del i  Serdang ,  sebab  hal  te r sebu t  

sungguh  sangat  t i dak  ad i l  dan  merupakan  suatu  

kesewenangan  yang  di rasakan  Pengugat  karena  Tergugat  

dahu lunya  te l ah  memecat  Penggugat  namun karena  Penggugat  

memintakan  hak  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  

masa  ker j a  dan  uang  penggant i an  hak  kepada  Penggugat ,  

sekarang  d isu ruh  kembal i  beker j a  d i  perusahaan  Terguga t ;

16. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas  

Penggugat  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  yang  mul ia  untuk  

menyatakan  bahwasanya  Tergugat  te lah  melakukan  pemutusan  

hubungan  ker ja  te rhadap  Penggugat  pada  tangga l  13  Maret  

2009  dengan  secara  sep ihak  dan  atas  ke ing inan  Tergugat  

send i r i  atau  set i daknya  Maje l i s  Hakim  menyatakan  te lah  

putus  hubungan  indus t r i a l  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  seh ingga  sebaga i  konsekuens i  hukumnya  Penggugat  

berhak  atas  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  

dan  uang  penggant i an  hak  dar i  Terguga t  sebaga imana  

dimaksud  dalam keten tuan  Pasal  156  Undang- Undang  No.  13  

Tahun 2003 ;

17.  Bahwa  karena  se jak  pemutusan  hubungan  ker ja  yang  

te r j ad i  pada  tangga l  13  Maret  2009  te rsebu t  sampai  

dengan  gugatan  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  in i  
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dia jukan  ke  Pengad i l an ,  Penggugat  sama seka l i  t i dak  ada  

mendapatkan  hak  berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  

masa ker j a  dan  uang  pengant i an  hak  dar i  Terguga t ,  untuk  

i t u  Penggugat  mohon  ke  hadapan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  menghukum 

Tergugat  menyerahkan  hak  Penggugat  ya i t u  berupa  uang  

pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  

penggant i an  hak  sebaga imana  d imaksud  da lam poin t  7 ya i t u  

sebesar  Rp.35 .964 .000 , - ;

18. Bahwa  apab i l a  Tergugat  la l a i  membayar  hak- hak  

Penggugat  sebaga imana  te rsebu t  da lam  po in t  16  d i  atas  

maka  Penggugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  mul ia  

untuk  menghukum Tergugat  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  

set i ap  har inya  sebesar  Rp.250.000 , -  b i l amana  Tergugat  

la l a i  menja lankan  is i  putusan  in i ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l   te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

mohon kepada  Pengadi l an  Hubungan Indus t r i a l  pada Pengad i l an  

Neger i  Medan agar  mele takkan  s i ta  jaminan  atas  har ta - har ta  

bergerak  maupun  har ta  t i dak  bergerak  mi l i k  Tergugat  dan  

se lan ju t nya  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  supaya  menja tuhkan  putusan  

yang  dapat  d i l aksanakan  te r l eb i h  dahu lu  sebaga i  ber i ku t  :

PRIMER :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

2. Menyatakan  sah  dan berharga  s i t a  jaminan  yang  di l e t a kkan  

dalam perkara  in i .

3. Menyatakan  Tergugat  te l ah  melakukan  pemutusan  hubungan  

ker j a  te rhadap  Penggugat  seh ingga  demi  hukum te lah  putus  

Hubungan Indus t r i a l  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat

4. Menyatakan  Penggugat  berhak  atas  uang  pesangon,  uang  

penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  pengant i an  hak  sebesar  

Rp.  35.964 .000 , - ;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  hak  atas  uang  

pesangon,  uang  penghargaan  masa  ker j a  dan  uang  

pengant i an  hak  kepada  Penggugat  sebesar  Rp.  

35.964 .000 , - ;
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6. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  set i ap  

har i nya  sebesar  Rp 250.000 , -  atas  ke la l a i annya  memenuhi  

putusan  in i  se jak  dike lua rkannya  putusan  Pengad i l an  

Hubungan Indus t r i a l ;

7. Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i j a l ankan  leb ih  du lu  atau  

ser ta  merta  (u i t v oe rbaa r  bi j  voor rad )  meskipun  ada  

kasas i ;  

SUBSIDAIR :

Bi lamana  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  

memutus  perkara  in i  berpendapat  la i n  mohon  dibe r i k an  

putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo et  bono) ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t ,  Tergugat  

yang  diwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya  mengajukan  ekseps i  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa  gugatan  Penggugat  cacat  fo rmi l  sebab  Tergugat  

bukan lah  Badan  Hukum (p r i va t ) ,  sebaga imana  da lam  gugatan  

Penggugat  d isebu t  PT.  ANEKA PLASTIK,  pada  hal  sebenarnya  

bentuk  usaha  Tergugat  bukan lah  perseroan  te rba tas /Badan  

Hukum.  Akan  te tap i  bentuk  usaha  perorangan /pe rseku tuan  

sebaga imana  yang  disebu t  Pasal  1618  KUH.  Perdata .  Oleh  

karena  i t u  gugatan  Penggugat  harus  di t o l a k  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima .

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Medan  te lah  menja tuhkan  

putusan ,  ya i t u  putusan  No.  59/G/2009 /PHI .Mdn  tangga l  14  

September  2009 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;

2. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  putus  karena  Pemutusan  Hubungan Ker ja ;

3. Menghukum  Tergugat  untuk  memmbayar  hak- hak  Penggugat  

Azis  Lub is ,  dengan  masa  ker j a  14  tahun  leb ih  dan  upah  

te rakh i r  Rp.1 .048 .600 , -  dengan r inc i an  sebaga i  ber i ku t  :
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a.  Pesangon  :  2  x  9  x  

Rp.1 .048 .600 , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp.18 .874 .800 , -

b.  Uang  Peng.  Masa  ker j a  :  5  x  

Rp.1 .048 .600 , - . . . . . . . . . . . . .          Rp.   5.243 .000 , -  

J u m l  a h 

Rp.24 .117 .800 , -

c.  Uang  Penggant i an  Hak  :  15  % x  Rp.24.117 .800 , - . . . . . .

Rp.   3.617 .670 , -

Jumlah  se lu ruhnya . . . . . . . . .

Rp.27 .735 .470 , -

Terb i l ang  :  Dua pu luh  tu juh  ju ta  tu j uh  ra tus  t i ga  puluh  

l ima  r ibu  empat  ra tus  tu juh  puluh  rup iah ;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  sebesar  

Rp.311.000 , -  ( t i ga  ra tus  sebe las  r i bu  rup iah ) ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se leb ihnya ;

Menimbang,  bahwa dalam pasa l  110  UU No.2  tahun  2004,  

Putusan  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  

Neger i  yang  mengenai  perse l i s i h an  hak  dan  perse l i s i h an  

pemutusan  hubungan  ker ja  dapat  langsung  dia j ukan  kasas i  

kepada  Mahkamah Agung ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Tergugat /Pengusaha  pada  tangga l  8  

Oktober  2009  kemudian  te rhadapnya  o leh  Kuasa  Hukum 

Tergugat /Pengusaha  (berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  

13  Oktober  2009)  dia j ukan  permohonan  kasas i  secara  l i san  

pada  tangga l  14  Oktober  2009  sebaga imana  te rnya ta  dar i  

Akte  Permohonan  Kasas i  No.  64/Kas /PHI .G /2009 /PN.Mdn  yang  

dibua t  o leh  Pani te ra  Muda  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengadi l an  Neger i  Medan,  permohonan  te rsebu t  d i i ku t i  

o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  

di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  pada  tangga l  28  

Oktober  2009;

bahwa sete lah  i t u  oleh  Penggugat /Te rmohon  kasas i  yang  

pada  tangga l  3  Nopember  2009  te lah  diber i t a hu  ten tang  

memor i  kasas i  dar i  Terguga t /Pemohon  Kasas i  d ia jukan  
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jawaban  memor i  kasas i  yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  PHI  

Pengad i l an  Neger i  Medan pada tangga l  17 Nopember  2009;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rmi l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa ada lah  sangat  ke l i r u  pendapat  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l /  Judex  Fact i e  yang  mempergunakan  Pasa l  (1 )  

ayat  (5 )  dan  ayat  (6 )  UU.  No.13 .  Tahun  2003,  sebab  

Pemohon  Kasas i /Te rguga t  asa l  mengajukan  ekseps i  ten tang  

Subyek  hukum,  dalam suatu  gugatan  perkara  Perdata ,  ya i t u  

mengenai  Badan  Hukum yang  menjad i  Subyek  Hukum sebaga i  

Pihak  Tergugat  sebaga imana  d ike tahu i  bahwa  Badan  Hukum 

(Pub l i k  atau  Pr i va t )  dapat  menjad i  Para  Pihak  sebaga i  

Subyek  Hukum,  baik  sebaga i  Penggugat  ataupun  sebaga i  

Tergugat .  Dalam hal  in i  Pemohon/Terguga t  asa l  mengajukan  

Ekseps i  ten tang  Subyek  Hukum yang  menjad i  Terguga t ,  yang  

mana Termohon/Penggugat  asa l  mengajukan  gugatan  te rhadap  

Perusahaan  sebaga i  Badan  Hukum  (  Pr i va t  )  dengan  

mengajukan  PT.  ANEKA PLASTIK,  sebaga i  Tergugat ,  padaha l  

Perusahaan  Pemohon/Terguga t  Asal  bukan  berben tuk  

PERSEROAN TERBATAS atau  PT.  Sebagai  Badan  Hukum Pr i va t  

dan  t i dak  tunduk  pada  UU.Perseroan  Terba tas ,  mela inkan  

Bentuk  Usaha  Pemohon/Terguga t  asa l  ada lah  berben tuk  

usaha  Perseku tuan /Perkumpulan  biasa  yang  t i dak  

diwa j i b kan  UU/Hukum untuk  membuat  Akte  Pendi r i an /Ak te  

Notar i s  .  

Ekseps i  Pemohon/Terguga t  asa l  d isampaikan  dalam 

jawabannya  karena  menyangkut  ten tang  syara t  Formi l  da lam 

suatu  gugatan  perda ta  yang  harus  dipenuh i  sesua i  dengan  

Hal .  11 dar i  14 ha l .  Put .  No.  60 
K/PDT.SUS/2010
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Hukum Acara  Perdata  dan  Yur i sp rudens i  te tap  Mahkamah 

Agung  RI ,  yang  apabi l a  suatu  Gugatan  mengandung  Cacat  

Formi l ,  dapat  berak iba t  Gugatan  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  (N.O) .  Cacat  fo rmi l  yang  d imaksud  dapat  berupa  

Erro r  In  Person /D i skwa l i f i k a s i  In  Person .  Kemudian  j i k a  

dihubungkan  dengan  perkara  in i  gugatan  Penggugat  

asa l /Te rmohon  sudah  je l as  mengandung  Cacat  Formi l  karena  

mengajukan  gugatan  kepada  Badan  Hukum  (PT)  sebaga i  

Subyek  Hukum  padaha l  Pemohon/Terguga t  asa l  bukan lah  

Badan Hukum (Pr i va t )  atau  Perseroan  Terba tas  (PT) .  

Selan ju t nya  yang  menjad i  kebera tan  Pemohon/Terguga t  asa l  

ada lah  bahwa  Judex  fac t i e  te lah  sa lah  menerapkan  hukum 

yang  dalam  per t imbangannya  ten tang  Ekseps i  

Pemohon/Terguga t  asa l  menyatakan  bahwa  seharusnya  

Tergugat  asa l /Pemohon  membukt i kan  dengan  Akte  Pendir ian .  

Bagaimana  mungkin  Pemohon/Terguga t  asa l  dapat  

membukt i kan  dengan  AKTE PENDIRIAN;  sebab  Bentuk  Usaha  

Pemohon/Terguga t  asa l  t i dak  d iwa j i b kan  oleh  Hukum atau  

UU,  untuk  membuat  Akta  Pendi r i a n  sebaga imana  yang  

diwa j i b kan  dalam  bentuk  Usaha  Perseroan  Terbatas  (PT) .  

La in  ha lnya  dengan  bentuk  PT.  yang  diwa j i b kan  o leh  

Hukum/UU,  Perseroan  Terba tas  Membuat  Akte  Pendi r i an /Ak te  

Notar i s ,  dan  Pengesahan  Badan  Hukum  dar i  Depar temen  

Hukum dan  HAM. Jad i  t i dak  mungkin  Pemohon/Terguga t  asa l  

dapat  membukt i kan  dengan  AKTA  PENDIRIAN,  sebaga imana  

dalam Per t imbangan  Judex  fac t i e .

2.  Bahwa  Pemohon/Terguga t  asa l  juga  kebera tan  dengan  

Per t imbangan  Judex  Fact i e  yang  menghubungkan  atau  

mempergunakan  Pasa l  (1 )  ayat  (5 )  dan  (6 )  UU.  No.13 .  

tahun  2003.  Sebab  Pemohon/Terguga t  asa l  t i dak  

mempersoa lkan  def in is i  Pengusaha,  atau  t i dak  mengatakan  

bahwa  Pemohon/Terguga t  asa l  t i dak  dapat  d iguga t ,  yang  

dipe rsoa l kan  ada lah  mengenai  Subyek  Hukum  dalam 

persyaratan  formi l  untuk  suatu  gugatan.  Jad i  sama seka l i  

t i dak  ada  Relevans inya  dengan  Pasa l  dar i  UU-  A  quo.  

Karena  Pasal  dar i  UU-A quo  ada lah  menyangkut  Ketentuan  

Hal .  12 dar i  14 ha l .  Put .  No.  60 
K/PDT.SUS/2010

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum mengenai  apa  yang  termasuk  sebagai  Pengusaha  dalam 

UU-A quo.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa  Judex  Fact i e  da lam  hal  in i  juga  te lah  sa lah  

menerapkan  hukum dan  te l ah  melampaui  kewenangannya,  dan  

te l ah  melanggar  hukum  yang  ber laku ,  ya i t u  di  dalam 

Per t imbangannya  te lah  salah  menerapkan hukum pembukt ian ,  

yang  diwa j i bkan /d i a t u r  UU,  ya i t u  mengenai  ala t  bukt i  

keterangan  saksi .  Dalam Perkara  in i  Judex  Fact i e  te lah  

melanggar  atau  t i dak  menerapkan  Pasal  139 -  152 HIR/168-

172 Rbg.  yang  mengatur  bahwa kesaks ian  ada lah  :  Apa yang  

dia lami ,  d i l i h a t ,  dan didengar  send i r i ,  dan bukan  karena  

yang  didengar  atau  dike tahu i  dar i  orang  la i n .  J ika  

dihubungkan  dalam  Perkara  in i ,  ke- 2  (dua)  saks i  yang  

dia jukan  Penggugat  asa l /  Termohon,  member ikan  kete rangan  

dalam  pers idangan ,  mengatakan  :  "Bahwa  kedua  Saks i  

te rsebu t  mendengar  dan mengetahu i  s i  Penggugat  In  Person  

(Peker j a )  te lah  di  PHK berdasarkan  Cer i t a  atau  Laporan  

dar i  Penggugat  In  Person  (Peker j a  )  send i r i .  Keterangan  

in i  Je las  d ika takan  kedua  saks i  te rsebu t ,  bahwa  mereka  

t i dak  mel iha t  atau  mendengar  send i r i  bahwa  Sdr .Az i s  

(Penggugat  in  Person)  te l ah  di  PHK  oleh  Pengusaha.  

Mereka  mengatakan  bahwa  Sdr .Az i s  (Peker j a )  bercer i t a  

kepada  mereka  bahwa  d i r i n ya  te l ah  di  PHK.  Jad i  sudah  

je l as  bahwa  kete rangan  kedua  orang  saks i  

Termohon/Penggugat  asa l  ada lah  kesaks ian  yang  bers i f a t  

tes t imon ium  de  aud i t u ,  yang  menuru t  hukum Pembukt i an ,  

kete rangan  seper t i  in i  t i dak  dapat  d ipe rgunakan  sebaga i  

a la t  bukt i  kete rangan   saks i ,   karena  saks i  t i dak  

mel iha t ,  t i dak  mendengar  dan  t i dak  mengalami  send i r i  

kete rangan  te rsebu t ,  namun  berdasarkan  kete rangan  dar i  

orang  la i n .  Jad i  dalam ha l  in i  Judex  Fact i e  te lah  sa lah  

atau  te l ah  t i dak  menerapkan  hukum sebaga imana  mest inya  

In  Casu Hukum Pembukt ian .

2. Bahwa  berdasarkan  ala t - ala t  bukt i , ba i k  saks i -

saks i ,maupun  bukt i  sura t ,  t i dak  satupun  fak ta  

Hal .  13 dar i  14 ha l .  Put .  No.  60 
K/PDT.SUS/2010
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te rungkap / t e r buk t i  bahwa  Penggugat  

asa l /Te rmohon/Peker j a ,  te lah  benar - benar  di  PHK 

Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon.  Kemudian  sangat  t i dak  

re levan  apab i l a  Judex  fac t i e  da lam  per t imbangannya  

menghubungkan/menga i t kan     kepada     Pasa l  58  UU.  

No.13 /2003 ,  ten tang  kesa lahan  bera t .  Sebab 

Pemohon/Terguga t  asa l  t i dak  pernah  menyebutkan  atau  

mengatakan  bahwa  Penggugat  asa l /Te rmohon/Peker j a  te lah  

melakukan  kesa lahan  bera t .  Namun  hanya  mengatakan  

Percobaan  melakukan  t i ndak  pidana  (pencur i an ) ,  dan  

i t upun  berdasarkan  per t imbangan  bahwa  s i  

Peker j a /Pengguga t  In  person  te lah  lama  masa  ker j anya  

mengabdi  pada  Perusahaan  Tergugat  asa l /Pengusaha .  Oleh  

karena  i t u  percobaan  melakukan  pencur i an  te rsebu t  t i dak  

jad i  d i  lapor  ke  pihak  berwa j i b / p r o ses  hukum,  dan  

memanggi l  Peker j a /Pengguga t  In  Person  untuk  beker j a  

kembal i .  Jad i  Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon  t i dak  

pernah  menyatakan  bahwa  Peker ja /Pengguga t  In  Person  

te l ah  melakukan  kesa lahan  bera t .

3.  Bahwa Judex  Fact i e  da lam Per t imbangannya  juga  mengatakan  

:  Bahwa  Peker j a /Pengguga t  asa l /Te rmohon  sudah  t i dak  

ing in  lag i  melan ju t kan  hubungan  ker j anya  dengan  

Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon.  Dalam  hal  in i  Judex  

Fact i e  juga  te l ah  sa lah  menerapkan  Hukum/ te lah  t i dak  

menerapkan  hukum  yang  semest i nya  dan  te l ah  melampaui  

kewenangannya.  Karena  apab i l a  Peker j a  I . c  Penggugat  In  

Person  sudah  t i dak  ing in  lag i  melan ju t kan  hubungan  

ker j anya  dengan  Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon,  maka 

Judex  Fact i e  harus  berpedoman kepada  Pasa l  169  ayat  (1 )  

huru f  a  s/d  f  UU No.13 /2003 .  Dalam keten tuan  in i  te l ah  

dia tu r  dengan  je l as  syara t - syara t  apab i l a  s i  Peker ja  

ing in  atau  Hak Peker j a  untuk  di  PHK.  Namun  j i k a  

dihubungkan  dalam  perkara  in i ,  t i dak  satu  pun  dal i l -

da l i l  Penggugat  asa l /Te rmohon  memenuhi  keten tuan  hukum 

te rsebu t  (Pasa l  169  ayat  (1 )  huru f  a s/d  f  UU.No.  

13/2003) .  Kemudian  berdasarkan  Penga laman  se lama 

Hal .  14 dar i  14 ha l .  Put .  No.  60 
K/PDT.SUS/2010
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peker j a /Pengguga t  In  Person  beker j a  dengan  

Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon,  hubungan  ker j a  se lama  

in i  sangat  harmonis .

Terbuk t i  dar i  lamanya  masa  ker j a  Penggugat  

asa l /Peker j a / Te rmohon  Kasas i  beker j a  pada  Tegugat  

asa l /Pengusaha /Pemohon  se lama  kurang  leb ih  14  (empat  

be las  tahun) .  Dar i  s in i  dapat  d is impu lkan  bahwa hubungan  

ker j a  anta ra  Peker j a /Pengguga t  asa l /Te rmohon  dengan  

Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon,  se lama  in i  ada lah  

Harmonis .  Jad i  t i dak  ada  a lasan  yang  ras iona l  untuk  

mengakh i r i  hubungan  ker j a  in i ,  ba ik  dar i  seg i  Pera tu ran  

per  UU-an  Ketenagaker j aan ,  maupun  dar i  seg i  Psiko log i s  

harmonisas i  hubungan  ker j a .  Dan  Pengusaha/Terguga t  

asa l /Pemohon  se lama  in i  t i dak  pernah  merasa  te l ah  

te r j ad i  d isharmon isas i  hubungan  ker j a  dengan  

Peker j a /Pengguga t  asa l /Te rmohon.  Oleh  karena  i t u l ah  

sebabnya  Pengusaha/Terguga t  asa l /Pemohon  t i dak  

jad i /mengurungkan  nia tnya  untuk  melaporkan  dugaan  

percobaan  melakukan  pencur i an  yang  di l akukan  

Peker j a /Pengguga t  asa l /  Termohon  kepada  Pihak  

berwa j i b / p r o ses  hukum,  dan  memanggi l  Peker ja /Penggugat  

asa l /Te rmohon  beker j a  kembal i ,  ba ik  sebe lum  ke lua rnya  

Anju ran  Media to r ,  maupun  sete lah  ke lua rnya  Anjuran  

Media to r .

4.  Bahwa  Judex  Fact i e  te l ah  sa lah  menerapkan  hukum atau  

te l ah  t i dak  menerapkan  hukum,  sebaga imana  mest inya ,  atau  

pun  te lah  melampaui  kewenangannya,  ya i t u  karena  Judex  

Fact i e  sama seka l i  t i dak  mempedomani  keten tuan  Pasa l  151  

UU.  No.13 /2003 ,  dan  te lah  melanggar  keten tuan  hukum 

te rsebu t .  Padahal  Pasa l  151  UU  A  quo  menyatakan  

" Pengusaha,  Peker ja /Bu ruh  dan  Pemer in tah ,  dengan     sega la   

upaya  harus  mengusahakan  agar  jangan  te r j ad i  PHK.  

"Sedangkan  Media to r  sudah  benar  mempedomani  Keten tuan  

dar i  UU- A quo,  dengan  mengeluarkan  anju ran  agar  Peker ja  

I . c  Penggugat  asa l /Te rmohon  dipangg i l  beker j a  kembal i  

Oleh  Pengusaha  I . c  Tergugat  asa l /Pemohon,  dan  Anjuran  

Hal .  15 dar i  14 ha l .  Put .  No.  60 
K/PDT.SUS/2010
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te rsebu t  te lah  dipenuh i  Pengusaha/  Terguga t  asa l /Pemohon  

(mener ima  an ju ran  Media to r ) .

5.  Bahwa  Judex  Fact i e  t i dak  mempunya i  a lasan  yang  

berdasarkan  Hukum/UU,  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  

asa l /Peker j a / Te rmohon  untuk  memutuskan /mengakh i r i  

hubungan  ker ja  in i .  Dan meskipun  Penggugat  asa l /Te rmohon  

mengatakan  dalam  gugatannya  bahwa  Peker ja /Penggugat  

asa l /Te rmohon  te l ah  di  PHK oleh  Pengusaha  dengan  semena-

mena/ tanpa  berdasarkan  hukum,  seharusnya  Judex  Fact i e  

menyatakan  bahwa  PHK  yang  d i l akukan  oleh  

Pengusaha/Terguga t  asa l  te rhadap  Peker j a /Penggugat  

asa l /Te rmohon ,  "Bata l  demi  Hukum" ,  dan  memer in tahkan  

Pengusaha/  Terguga t  asa l /Pemohon  untuk  mempekerjakan  

kembal i .  Sebab menuru t  hukum,  PHK tanpa  adanya  Penetapan  

dar i  Lembaga  Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan  

Indus t r i a l ,  ada lah  Bata l  Demi  Hukum.

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa  alasan- alasan /kebera tan  Pemohon  kasas i  t i dak  

dapat  d ibenarkan  karena  Judex  Fact i e  PHI  Pengadi l an  Neger i  

Medan  sudah  tepa t  dan  benar  da lam  putusan  ser ta  

per t imbangan  hukumnya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  lag i  

pu la  te rnya ta  bahwa putusan  judex  fac t i e  da lam perkara  in i  

t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum  dan/a tau  undang- undang,  

maka permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  Pemohon Kasas i  :  

PT.  ANEKA PLASTIK te rsebu t  harus  di to l ak  ;  

Menimbang,  bahwa o leh  karena  n i l a i  gugatan  perkara  a-

quo  dibawah  Rp.150 .000 .000 , -  (se ra tus  l ima  puluh  ju t a  

rup iah ) ,  maka berdasarkan  Pasal  58 UU No.2  Tahun  2004  para  

pihak  dibebaskan  dar i  b iaya  perkara ,  dan  se lan ju t nya  biaya  

perkara  dibebankan  kepada  Negara ;
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Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985   sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.5  

Tahun  2004,  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.2  Tahun  2004  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasasi  dar i  Pemohon  Kasas i  :  PT.  

ANEKA PLASTIK te rsebu t  ;

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Selasa  tangga l  6 Apri l  2010  o leh  

H.  ABBAS SAID,  SH.MH Hakim  Agung   yang  di te t apkan  oleh  

Ketua  Mahkamah Agung  sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  H.  BUYUNG 

MARIZAL,  SH  dan  DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH  Hakim- Hakim Ad 

Hoc PHI  pada  Mahkamah Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  d iucapkan  

dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  

Ketua  Maje l i s    beser ta    Hakim- Hakim   Anggota    te rsebu t  

dan   d iban tu   o leh    TUTY

HARYATI,  SH.MH Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  

o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota   :     K  e  t   u 
a  :

  t t d . t t d .

H.  BUYUNG MARIZAL,  SH. H.  ABBAS SAID,  SH.MH.

  t t d .

DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.

Pani te ra  Penggant i  :
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Ttd .

TUTY HARYATI ,  SH.MH.

Untuk  Sal inan
MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata  Khusus

RAHMI MULYATI ,  SH.MH.
Nip .  040049629
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